
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 74 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 
2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi/akurasi data objek 
pajak dan subjek pajak perlu dilakukan pemutakhiran 
dan penyesuaian  dengan perkembangan  data objek 

pajak dan subjek pajak akibat adanya mutasi 
kepemilikan, perubahan bentuk objek pajak, 

penambahan nilai objek pajak dan sebab lain yang 
berhubungan dengan objek dan subjek pajak; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

pemutakhiran data objek dan subjek pajak dilakukan 
melalui kegiatan pendaftaran, pendataan, dan 

penilaian objek dan Subjek Pajak; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Lokasi Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Tahun  2022; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 1); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 18); 

 

 
 

8. Peraturan… 



- 3 - 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang  Tahun 2021 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 28); 

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2017 Nomor 70); 

 

  MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI 
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN TAHUN 2022. 

   

KESATU : Menetapkan lokasi pendataan dan pendaftaran pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2022 

dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 
   
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 Ditetapkan di Sumedang 
 pada tanggal 8 Februari 2022 

  
 BUPATI SUMEDANG, 
  

                ttd 
  

 DONY AHMAD MUNIR 
 

 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 
 

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 
NIP. 19650129 199803 1 001 

 



 LAMPIRAN 

 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 
 NOMOR 74 TAHUN 2022 

 TENTANG 
 PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN 

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN TAHUN 2022 
  

DAFTAR LOKASI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN TAHUN 2022 
 

No Kecamatan Desa 

1 Jatinangor a. Cileles 

b. Cisempur 

2 Cimanggung a. Sindanggalih 

b. Sawahdadap 

c. Cimanggung 

3 Tanjungsari a. Gunungmanik 

b. Margajaya 

4 Sukasari a. Sindangsari 

b. Sukarapih 

5 Sumedang Utara a. Kebon Jati 

b. Mulyasari 

6 Cisarua a. Kebon Kalapa 

b. Cisalak 

7 Ganeas a. Sukawening 

b. Tanjunghurip 

8 Ujungjaya a. Sukamulya 

b. Palabuan 

9 Darmaraja a. Sukaratu 

b. Darmajaya 

10 Jatigede a. Kadujaya 

b. Cijeungjing 

11 Surian a. Pamekarsari 

b. Wanajaya 

 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 
 

DONI AHMAD MUNIR 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

 
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 
NIP. 19650129 199803 1 001 

 

 


